Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian
Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan
bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk
menambah dan memupuk sumber Pendapatan Daerah;

. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga

adalah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan sumber pendapatan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat 1l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara
RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);

. Undang-Undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota

Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau kewilayah
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4559).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

PADA PIHAK KETIGA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik
berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti
bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan
hak-hak lainnya.

Penyertaan Modal Daerah adalah setigp usaha dalam menyertakan
modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau
pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan berbagi
keuntungan.

Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan Usaha/lnstansi yang
berada diluar Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing
yang tunduk pada hukum Indonesia.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Mus Rawas.

Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah
pada Pihak Ketiga.

Kontrak Mangemen adalah Daerah mempunya modal dalam bentuk
barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan
oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan
menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha
dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

Kontrak Produksi adalah Daerah mempunyai modal dalam bentuk
barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan
oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antaralain :

a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja

b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sgjumlah uang (royalty) kepada
Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.

c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.



12.

13.

14.

Kontrak bagi keuntungan adalah Daerah mempunyai moda dalam
bentuk barangdan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang
pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara
lain:

a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.

b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga

c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah
Daerah dan Pihak Ketiga, sesua dengan prosentase yang ditetapkan
dalam perjanjian.

Kontrak Bagi Hasil Usaha adalah hal ini Pihak Ketiga menginventarisir
terlebih dahulu modal peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan,
sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi.
Pengelolaan Usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah cg. Badan
Pengelola.

Hasil Usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak
Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang
ditetapkan dalam perjanjian.

Kontrak Bagi Tempat Usaha adalah dalam hal ini Daerah mempunyai
sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan
memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk
membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan
yang saling menguntungkan :

a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud
menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau
dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya
dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah
Dagerah

c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan
sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL.

d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah.

e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola
bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang
diberikan.

f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir
Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

BAB I
TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah
Pendapatan Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penyertaan Moda Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.



